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Abstract— We can find many of the applications of piece 

labor wages to workers in companies today. However, in the 

implementation of the gift sometimes the company still does not 

pay enough attention to the rules applied. Such as providing rules 

of obligation without any detailed explanation of the amount of 

wages the worker will receive at the time of the contract, 

resulting in disappointment on the part of the worker. The 

purpose of this study was to determine the implementation rules 

for the provision of piece rate wages according to muamalah fiqh 

and law no. 13 of 2003 concerning employment. The method used 

in this study is a qualitative method with a normative juridical 

research approach. Data collection is done by interviewing and 

studying literature or literature. The results showed that: First, 

the rules for the payment of piece labor must pay attention to the 

harmony and conditions including the willingness of both parties 

when making a contract and the mutaqawwin mall wages whose 

numbers are known. Second, the implementation of piece labor 

wages which is applied in the CV. Air Hajj Fenishello is by giving 

a rule that requires workers to be in the warehouse from Monday 

to Friday with no stipulation of wages for the enforcement. 

Third, the provision of wages in the CV. Air Hajj Fenishello is 

not in accordance with one of the terms of the ijarah, namely the 

willingness of both parties to enter into a contract and the 

mutaqawwin mall of known wages. 

Key words— Fikih Muamalah, Law No.13 of 2003 

concerning Employment, Implementation of Giving Workers 

Wages, CV. Air Hajj Fenishello. 

Abstrak— Penerapan pemberian upah tenaga kerja 

borongan kepada pekerja banyak kita temukan di perusahaan 

pada saat ini. Namun, dalam pelaksanaan pemberiannya 

terkadang pihak perusahaan masih kurang memperhatikan 

aturan-aturan yang diterapkan. Seperti memberikan aturan 

kewajiban tanpa adanya penjelasan secara rinci mengenai 

besaran upah yang akan diterima pekerja pada saat melakukan 

akad, sehingga menimbulkan kekecewaan dari pihak pekerja. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aturan pelaksanaan 

pemberian upah tenaga kerja borongan menurut fikih 

muamalah dan undang-undang no.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis 

normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 

studi literatur atau kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: Pertama, aturan pemberian upah tenaga kerja borongan 

harus memperhatikan rukun dan syarat diantaranya kemauan 

kedua belah pihak saat melakukan akad dan mal mutaqawwin 

upah yang diketahui jumlahnya. Kedua, pelaksanaan pemberian 

upah tenaga kerja borongan yang diterapkan di CV. Air Hajj 

Fenishello yaitu dengan cara memberikan aturan yang 

mewajibkan pekerjanya agar berada di gudang mulai hari senin 

hingga jum’at dengan tidak ditentukannya upah atas 

pemberlakuan tersebut. Ketiga, pemberian upah di CV. Air Hajj 

Fenishello tidak sesuai dengan salah satu syarat ijarah yaitu 

kemauan kedua belah pihak saat melakukan akad dan mal 

mutaqawwin upah yang diketahui jumlahnya. 

Kata kunci— Fikih Muamalah, Undang-Undang No.13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, CV. Air Hajj Fenishello. 

 PENDAHULUAN 

Upah cukup menjadi polemik dari tahun ke tahun 

diantara pekerja dengan perusahaan, sebab tidak 

terpenuhinya hak pekerja mengenai pemberian upah dan 

jam kerja. Salah satunya tenaga kerja borongan yang 

terkadang dipekerjakan tidak sesuai aturan, tenaga kerja 

borongan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

NO.KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja 

Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 30 

menyebutkan tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja 

yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan 

tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume 

pekerjaan atau satuan hasil kerja. Dengan kata lain, pekerja 

borongan hanya akan menerima upah sesuai pekerjaan yang 

diselesaikan dan apabila telah selesai pekerjaannya maka 

tenaga kerja borongan dapat bekerja dengan orang lain.  

Objek pembahasan fikih muamalah adalah hubungan 

antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan 

hak dan kewajiban antara manusia satu dengan manusia 

lain. Berdasarkan teori kebutuhan maslow dan fikih 

muamalah tersebut dapat ditarik benang merah bahwa 

pekerja menggantungkan kebutuhan ekonomi cukup besar 

kepada perusahaan tempat dia bekerja, oleh sebab itu 

perusahaan harus bersikap bijak atas pemberian upah 

dikarenakan hal berkaitan dengan hak dan kewajiban.  

Dalam Islam sendiri perjanjian kerja sama yang 

dilakukan perusahaan dengan karyawannya disebut dengan 

akad al-ijarah arti ijarah secara etimologi adalah imbalan 
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atas perbuatan. Imbalan tersebut disebut juga dengan ujrah, 

ujrah adalah pembayaran yang wujudnya dapat bermacam – 

macam, yang dilakukan atau diberikan suatu lembaga atau 

instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi 

kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya. Pelaksanaan 

akad ijarah menurut fikih mumalah yaitu haruslah 

terpenuhinya rukun dan syarat salah satunya syarat sahnya 

akad yang mengharuskan adanya persetujuan antara kedua 

belah pihak dan objek akadnya harus jelas seperti jenis 

pekerjaan misalnya pekerjaan membangun rumah sejak 

awal fondasi hingga terima kunci maka harus juga disertai 

gambaran pebuatan rumah secara rinci. 

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan 

dengan pemilik dan karyawan bahwa pelaksanaan 

pemberian upah di CV. Air Hajj Fenishello Desa Bunter 

Kabupaten Sumedang menggunakan sistem pemberian 

upah tenaga kerja borongan. Perusahaan memberlakukan 

aturan kepada beberapa pekerja khususnya bagian produksi 

dan pengiriman untuk berada di gudang mulai hari senin 

hingga jum’at tanpa terkecuali. Keberadaan pekerja 

digudang sebagaimana aturan tersebut tidak disebutkan 

diawal perjanjian apakah terdapat upah mengupahnya  atau 

tidak, jadi pekerja pada awalnya hanya mengikuti arahan 

perusahaan atau pemilik saja. Hal yang demikian tentunya 

tidak sesuai dengan teori syarat perjanjian dalam Islam atau 

fikih muamalah karena jika membuat perjanjian antara 

pengusaha dan pekerja harus jelas bagaimana mekanisme 

upah mengupah dan job desk kerjanya.   

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

pelaksanaan pemberian upah di Cv. Air Hajj Fenishello 

Desa Bunter Kabupaten Sumedang. Penulis Mengambil 

Judul “Tinjauan Fikih Muamalah Dan Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap 

Pelaksanaan Pemberian Upah Tenaga Kerja Borongan 

(Studi Kasus Di Cv. Air Hajj Fenishello Desa Bunter 

Kabupaten Sumedang)”.  

Tujuan penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok 

sebagai berikut: 

  

1. Untuk mengetahui aturan pemberian upah tenaga 

kerja borongan menurut fikih muamalah dan 

Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian upah 

tenaga kerja borongan yang diterapkan di CV. Air 

Hajj Fenishello Desa.Bunter Kabupaten. 

Sumedang.  

3. Untuk mengetahui tinjauan aturan pemberian upah 

tenaga kerja borongan menurut fikih muamalah dan 

undang-undang no.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan upah tenaga 

kerja borongan di CV. Air Hajj Fenishello Desa 

Bunter Kabupaten Sumedang.   

 

 LANDASAN TEORI 

A. Tentang Ketenagakerjaan  

1. Fikih Muamalah  

Pengupahan dalam Islam harus berlandaskan pada 

prinsip utama keadilan yang terletak pada kejelasan aqad 

(transaksi) dan komitmen melakukannya.  Aqad dalam 

pemburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dan 

pengusaha, artinya sebelum dipekerjakan, harus jelas 

terlebih dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh 

pekerja.  Sebagaimana syarat sahnya dilakukan akad ijarah 

sebagai berikut :  Persetujuan kedua belah pihak, sama 

halnya seperti dalam jual beli. Sebab ijarah termasuk 

kedalam perniagaan (tijarah), karena didalamnya terdapat 

tukar menukar harta, Objek akad yaitu manfaat harus jelas, 

sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek 

akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan 

perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan 

demikian manfaat tersebut tidak bisa diiserahkan, dan 

tujuan akad tidak tercapai, Orang yang disewa tidak boleh 

mengambil manfaat dan pekerjaanya untuk dirinya sendiri. 

Apabila ia memanfaat pekerjaan untuk dirinya maka ijarah 

tidak sah. Dengan demikian, tidak sah ijarah atas perbuatan 

taat karena manfaat untuk orang yang mengerjakan itu 

sendiri. Manfaat ma’qud ‘alaihi harus sesuai dengan tujuan 

dilakukannya akad ijarah, yang biasa berlaku umum. 

Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan 

dilakukannya akad ijarah maka ijarah tidak sah. 

Konsep kemaslahatan kompensasi atau upah dalam 

islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan 

dimensi akhirat, untuk menerapkan kompensasi dalam 

dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang 

sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi 

akhirat dari kompensasi atau upah tersebut. jika moral 

diabaikan, maka dimensi akhirat tidak akan tercapai.  

Sedangkan kompensasi dunia dicirikan akan dua hal yaitu 

adil dan layak, adil bermakna bahwa kompensasi yang 

diberikan harus jelas, transparan dan profesional.   

Para ahli hukum Islam dan ekonomi Islam kontemporer 

menyimpulkan bahwa Islam memberikan hak kepada 

pekerja dengan beberapa jaminan kemanusiaan seperti 

kerelaan, keadilan, kemampuan dan kelayakan hidup.  

Selain itu Islam melarang pemaksaan dalam kerja, 

memberika upah secara dzalim (tidak sepadan dengan 

pekerjaan yang dilakukan).  Kewenangan hukum Islam 

kepada pemilik hak untuk menggunakan haknya sesuai 

dengan tuntunan yang telah digariskan yang tujuannya 

untuk menggapai kemaslahatan.  Sebab itulah, melindungi 

hak dalam ajaran islam merupakan penjabaran dari ajaran 

dan prinsip keadilan.  Sebagaimana firman Allah SWT:  

 وَلاتََجْخَشُوا النَّاسَ أَ شْيَا ءَهُمْ وَلاَ تعَْشَوْ ا فِي الَْْ رْ ضِ مُفْسِدِ ينَ 

“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-

haknya dan janganlah kamu merejalela dimuka bumi 

membuat kerusakan.” (QS. Al-Syura (26) : 183)  

 

2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan  

Pasal 157 undang-undang no.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan menyebutkan bahwa dalam hal upah 

pekerja/buruh  dibayarkan atas dasar perhitungan satuan 
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hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan 

sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari 

selama 12 (duabelas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak 

boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau 

kabupaten/kota.  

Pasal 78 undang-undang no.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan  menyebutkan bahwa bagi pengusaha yang 

mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja harus 

memenuhi syarat adanya persetujuan pekerja/buruh yang 

bersangkutan, dan pengusaha wajib membayar upah kerja 

lembur.   Waktu kerja yang dimaksud yaitu sebagaimana 

pasal 77 adalah 7 jam 1 hari atau 8 jam 1 hari. 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan fikih muamalah bahwa pemberian upah 

tenaga kerja borongan di  CV. Air Hajj Fenishello tidak 

terpenuhinya syarat ijarah yaitu kesepakatan kedua belah 

pihak dalam melakukan pekerjaan dan besaran upah yang 

diketahui oleh para pihak. Penerapan asas-asas berdasarkan 

upah tenaga kerja borongan yaitu asas keadilan,asas 

kelayakan hidup dan asas kebajikan di CV. Air Hajj 

Fenishello tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan 

dan masih terdapat tindakan sewenang-wenang dari pihak 

perusahaan salah satunya dengan penerapan aturan yang di 

buat pihak perusahaan. Waktu jam kerja agar tidak 

ditingkatkan secara terus menerus hingga titik maksimum 

sebab akan terkendala oleh seberapa seberapa kuat dan 

produktifnya seseorang dalam melakukan kerja selama 

waktu 24 jam, dalam pelaksanaan di CV. Air Hajj 

Fenishello tidak diperhatikan dengan baik dikarenakan 

tidak adanya waktu memulai kerja dan berakhir kerja yang 

ditentukan pihak perusahaan. Begitupun waktu pembayaran 

upah agar tidak terlambat diberikan sebab termasuk 

kedalam perbuatan dzalim dan dimusuhi Allah SWT, dalam 

pelaksanaannya di CV. Air Hajj Fenishello masih terjadi 

keterlambatan yang disebabkan kepentingan salah satu 

pihak. 

 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aturan pemberian upah tenaga kerja borongan 

menurut fikih muamalah harus memenuhi rukun 

dan syarat akad ijarah, asas-asas yang berlandaskan 

Al-Qur’an dan hadis, salah satu dari macam-macam 

upah menurut fikih muamalah, waktu kerja harus 

jelas, dan waktu pemberian upah harus tepat sesuai 

kesepakatan pada saat melakukan akad. Aturan 

tersebut harus terpenuhi agar saat terjadi kesalah 

pahaman atau perselisihan dikemudian hari dapat 

diselesaikan secara adil, tidak adanya pihak yang 

merasa dirugikan atas kerjasama yang dilakukan, 

kebutuhan pokok para pekerja dapat terpenuhi 

secara manusiawi, menghindari adanya unsur 

eksploitasi di dalam setiap transaksi, dan terhindar 

dari ketidak jelasan (gharar). Adapun menurut 

undang-undang no.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan bahwa upah tenaga kerja borongan 

harus diberikan atas dasar volume pekerjaan atau 

satuan hasil kerja, kesepakatan kedua belah pihak, 

adanya pekerjaan yang dijanjikan, asas-asas hukum 

upah yang adil terpenuhi, jangka waktu 

penyelesaian tenaga kerja borongan adalah 3 (tiga) 

tahun paling lama, waktu kerja tenaga kerja 

borongan adalah 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) jam 

sehari, adanya kejelasan mekanisme upah tenaga 

kerja borongan, dan adanya jaminan kesehatan serta 

kecelakan kerja bagi tenaga kerja borongan yang 

telah bekerja 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.  

2. Pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja borongan 

yang diterapkan di CV. Air Hajj Fenishello 

Desa.Bunter Kabupaten.Sumedang, pada saat 

melakukan akad tidak dijelaskan bahwa saat 

diberlakukan aturan perusahaan tidak ada upah dan 

jenis pekerjaan dan waktu kerja tidak jelas. Ini 

dikarenakan tidak adanya sistem yang mengatur 

mengenai repan pesanan setiap harinya Sehingga, 

pada saat melaksanakan kerja dan pemberian upah 

sering terjadi salah paham diantara kedua belah 

pihak tersebut. 

3. Pemberian upah tenaga kerja borongan di CV. Air 

Hajj Fenishello menurut fikih muamalah tidak 

memenuhi  syarat akad ijarah yaitu kesepakatan 

kedua belah pihak dalam melakukan pekerjaan dan 

mal mutaqawwin upah yang diketahui jelas harga 

atas manfaat yang diperoleh, tidak terpenuhinya 

penerapan asas-asas berdasarkan upah tenaga kerja 

borongan, adanya ketidak jelasan (gharar) pada 

waktu kerja, dan ketidak jelasan (gharar) mengenai 

waktu pembayaran upah. Sehingga akan berakibat 

kepada tidak sahnya pelaksanaan akad ijarah karena 

tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak , 

dan ketidak jelasan (gharar) upah serta jenis 

pekerjaan yang akan dilakukan yang 

mengakibatkan adanya ketidak adilan pada 

pelaksanaannya. Ketidak adilan akan melahirkan 

ketidak puasan dan ketidak ridhoan salah satu 

pihak. Sementara ketidak ridhoan akan berakibat 

kepada ketidak barokahan dalam aktivitas upah 

mengupah tersebut. Adapun menurut undang-

undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

terhadap pelaksanaan upah tenaga kerja borongan 

di CV. Air Hajj Fenishello bahwa masih kurangnya 

pengetahuan pihak perusahaan dalam pelaksanaan 

pemberian upah tenaga kerja borongan yang 

sebenarnya, tidak terpenuhinya kesepakatan para 

pihak  dalam melakukan perjanjian upah tenaga 

kerja borongan, tidak adanya kejelasan bentuk dan 

cara pembayaran upah serta hal-hal yang 

diperhitungkan dengan upah, jangka waktu kerja 

tidak diketahui sampai kapan akan berakhir, dan 

waktu kerja yang terkadang melebihi ketentuan 
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kerja. 

 

 

 SARAN  

Saran bagi pihak perusahaan harus menjelaskan terlebih 

dahulu mekaisme kerja terutama upah-mengupah sebelum 

diterapkannya aturan yang dibuatnya guna menghindari 

perselisihan dan ketidak jelasan (gharar), pihak perusahaan 

dapat menerapkan upah sepadan (ujrah al-misli) yang 

gunanya ketika penerapan aturan perusahaan diberlakukan 

pihak pekerja tetap menerima upah atas jasanya, atau upah 

harian sebab pekerja dapat termasuk bekerja setiap harinya 

atas pemberlakukan aturan perusahaan, dan pihak 

perusahaan wajib mendaftarkan jaminan kecelakaan kerja 

dan kematian sebab rata-rata pekerja telah bekerja cukup 

lama sebagaimana undang-undang yang mengatur, dan 

waktu kerja hendaklah diperhatikan oleh pihak perusahaan 

tidak diperbolehkan mempekerjakan melebihi waktu kerja 

dengan cara membuat skenario kerja yang jelas sebelum 

dilaksanakan kerja. 
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